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BUPATI CIANJUR

PROVINGSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT] CIANJUR,

Menimbang : a bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2024 telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 51 Tabun 2023,

b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi Kerangks ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, keadaan yang menyebabkan salde anggaran lebih
tahun eangearan sebelumnya harus digunakan untuk
tahun berjalan, dan/keadaan darurat dan keadaan luar
biasa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan
disesuaikan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menectapkan Peraturan
Bupati tentartg Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera
Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesie Nomor 4421|;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN) Tahun
20053-2025 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republk Indonesiz Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah ([Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5757);

Undang-Undang Nemor & Tahun 2023 tentang Penectapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeoer 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
{Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nemeor
41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6850);

Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) supaya
disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional [Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah MNemer 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Prcraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2017 Nomor
Y7, Tambahan Lembaran WNegara Repubilk Indonesia
Nomor 6042);

Peraturan Pemnerintah Nomor 2 Tahun 2018 tenlang
Standar Pelayanan Minimai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomeor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor £17 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Len haran Negara Republik Indonesia Nomor £322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Lapcran Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52mn Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintzh Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peralturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penatsan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202} Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 359 Tahun 2017 tentang
Peiaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomeor 18 Tahun 2020 tenisng
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
202¢ Nomor 10}

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasian Perkotaan Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
101};

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Pepurunan Stunting {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Peraturan Menteri Dalam Negeri 8 Tahun 2017 tentang
Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka
panjang daeralh dan Rencana pembangunan jangka
menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana
pembangunan jangka  panjang  daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republhk Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 14474;

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistern Infermasi Pemerintahan Daerah Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1[14});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik [ndonesia
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alckasi Anggaran Untuk Kegiatatertentu, Perubahan

Alckasi, Dan Penggunaan Angegaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah ({Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor i781);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Slandar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nemor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifi kasi, WValidasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasicnal Penanggulangan
Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum
Penyclenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Baral Nomor 9 Tabun
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Barat Tahun 20222042 (Lembaran Daerah Tahun 2022
Nomor 9, Tambahan Lemnbaran Daerah Nomor 262);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023

tentang Rencana Pembangunan Dacrah (RPD] Provinsi
Jawa Barat Tahun 2024-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomeor 8 Tahun
2011 tentang Sistern Perencansan Pembangunan Daerah
Kabupaten Cianjur {(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2011 Nomor 36 Ser: D)

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nemor 9 tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 20053-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2C11 Nemor 37 Seri Dj;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupalen Cianjur Nomor 17 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 32}

34 Peraluran Daerah Nomor 16 Talmn 2023 tentang

39.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2023);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2023 ientang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2024 ([Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2023 Nomor 326).



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR
51 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2024,

Pasal [

Ketentuan dalam Peraluran Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2024 (Berita Dacrah Kabupaten Cianjur Tahun
2023 Nomor 326}, diubah sebagai benkut:

Ketentuan dalam Pasal 1, diubah sebagai berikut :

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati inj yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta
perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

Doewan  Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cianjur.

2. Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat AFBD adalan rencana keuangan
tahunan pemecrintahan daerah vang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Perencanaan adalah suatu preses untuk menentukan
tindakan masa depan vang tepat, melalui vrutan pilihan
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya  disingkat RPJMD  adalah  dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur wuntuk
periode 5 {tima)] tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Cianjur.

9. Perubahan Rencana Kerja, yang selanjutnya disebut
Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur,

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu
Kepala Daerah dan Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah
dalamm penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.



11.Visi adalah rumusan wumum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

12, Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Ketentuan dalam Pasal 2, diubah sebagai berikut :

BAB 11
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2
(1) Sistematika penyusunan Perubahan RKPD terdini atas:
Pendahwuluan:
Evaluasi Hasil RKPD sampai Tahun Berjalan;
Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
Rencana kerja dan pendanaan daerah;
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Penutup.

2y RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} tercantum
dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari
Peraluran Bupat ini

Ketentuan dalam Pasal 4, diubah sebagai beriku:

BAB IIi
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 3
(1) RKPD bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara
percncanaan, pehganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan antar wilayah, sektor
pembangunan, dan tingkat pemerintahan serta untuk
mewtl judkan efisiensi alokasi sumber daya
petmbangunan daerah.

{2} Sasaran RKPD adalah sebagai acuan dan pedoman
pembangunan di daerah tahun 2024.

3 Fungsi RKPD adalah:

a. bapgi Pemerintah Daerah merupakan pedoman
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Plafon dan
Prioritas Anggaran  Sementara dalam  rangka
penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun 2024,

b, bagi Perangkat Daerah merupakan pedoman dalamn
penyusunan rencana kerja perangkat daerah.




Pasal 11

Ketentuan penulisan dalam Pasal 5, diubah sebagai berikut

Pasal 4
Peraturan Bupati in  mulai berlaku  pada tanggal
diundangkan.
Apar  setiap orang mengelahuinya, memerintahian

pengundangan Peraturan Bupati s dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 17 Juli 2024

BUPATI CIANJUR,
Tid/Cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

QQ\

CECEP S, ALAMSY@\

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 454




